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KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR TENTANG MEKANISME DAN BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN

Menimbang

Mengingat

NOMOR : 380 /KPTS/PUBMTR/2026
TENTANG

DISINSENTIF PEMANFAATAN RUANG

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

a. bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran
pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan
Gubernur tentang Mekanisme dan Bentuk Pemberian
Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang, diperlukan
dukungan teknis, administratif, dan operasional yang

sistematis;

b. bahwa untuk memberikan dukungan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Sekretariat
yang bertugas membantu dalam penyiapan bahan,
koordinasi antar-instansi, serta pendokumentasian
seluruh tahapan penyusunan rancangan peraturan

dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Sekretariat
Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang
Mekanisme dan Bentuk Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pemanfaatan Ruang.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali
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Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4739) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026
tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7153);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6865);
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3.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); |
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan
Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 701);




Menetapkan
KESATU
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Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2024 Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2024 Nomor 6);

Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi
Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2016 Nomor 46) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 46
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata
Ruang Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim  Sekretariat Penyusunan Rancangan
Peraturan Gubernur tentang Mekanisme dan Bentuk

Pemberian Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang,

dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut:

a.

b.

Pengarah : Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Tata Ruang Provinsi Sumsel

Anggota : 1. Kepala Seksi Kerjasama Bidang Bina
Manfaat Dinas Pengelolaan SDA

Provinsi Sumsel
2. Kepala Seksi Penataan Wilayah Bidang
Penguasahaan Mineral dan Batubara
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Sumsel
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3. Kepala Seksi Pemanfaatan dan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Bidang Penataan Ruang Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata
Ruang Provinsi Sumsel

4. Kepala Seksi Data dan Informasi Bidang
Penataan Ruang Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Tata Ruangk
Provinsi Sumsel

5. Endang Kurniati, SH., M.Si (Penata
Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
Dinas Penanaman Modal dan pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumsel)

6. Ir. Raspuji Ramadhanti, ST., MM., MT
(Penelaah Teknis Kebijakan Bidang
Penataan Ruang Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Tata Ruang
Provinsi Sumsel)

7. Aprillianita, SE., MM (Penelaah Teknis
Kebijakan Bidang Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Tata Ruang Provinsi Sumsel)

Tim Sekretariat Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur

sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai

tugas sebagai berikut:

a.

menyiapkan administrasi yang berhubungan dengan
kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur
tentang Mekanisme dan Bentuk Pemberian Insentif dan
Disinsentif Pemanfaatan Ruang;

mendukung pelaksanaan rapat dan koordinasi kegiatan
penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang
Mekanisme dan Bentuk Pemberian Insentif dan
Disinsentif Pemanfaatan Ruang;

menghimpun dan mengelola bahan penyusunan
Rancangan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme dan
Bentuk Pemberian Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan
Ruang; |

menyusun dokumentasi proses penyusunan Rancangan
Peraturan Gubernur tentang Mekanisme dan Bentuk

Pemberian Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang;
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e. memfasilitasi konsultasi dan harmonisasi penyusunan
Rancangan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme dan
Bentuk Pemberian Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan
Ruang ; dan

f.  melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Penyusun Rancangan
Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum
Kesatu dapat diberikan honorarium sesuai dengan Standar
Biaya Umum (SBU) yang berlaku di lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMAT SELATAN,

EDWARD CANDRA

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang




